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dirnaksud-Halam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

#tV
sebagaimanapertirnbanganc. bahwa berdasarkan

a. ba.hwa dalam rangka mendukung Program 100-0-100
tentang penanganan kawasan kurnuh, mencegah tumbuh
dan berkembangoya perurnahan kurnuh dan

permukiman kumuh, diperJukan adanya pemenuhan

ternadap pent mahan swadaya yang layak huni yang

bersurnber dan Dana Alokasi Umum Kota Bima;
b. bahwa berdasarkan ketentuan PasaJ 37 ayat (I), ayat (2)

dan ayat (3) burufb Peraturan Pemerintah Nemer 14 'Tahun
201.6 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan

Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerinteh Nomor 12 Tahun 2021 ten tang Perubahan atas
Peraturan Pemerintab Nomor 14 Tabun 2016 ten tang

Penyetenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman,
(tipandang pertu diatur rnengenai mekanisme pembenan

bantuan rumab swadaya yang bersumber dan Dana

Alokasi Umum Kota Bima;

WALIKOTA BIMA,

OENGAN RAHMJ\T TUliAN YANG MAliA ESA

PEDOMAN TEKNIS DANA ALOKfISI UMUM

SANTUAN RUMAH SWADAYA

KOTA SIMA

PE:RATURANWALIKOTA SIMA

NOMOR I1TAHUN 2021

WALIKOTA BIMA

PROVINSINVSATENOO;\R.~I~ARI\1'

Menimbang



Peraturan Walikota ten tang Pedoman Teknts Dana
Alokasi Umum Bantuan Rumah Swadaya Kota Sima;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tabun 2002 tentang

Pembenlukan Kola Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4188);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahull 2004 Nomor 104, Tambahan
ternbaran Negara Republik Indonesia Nomer 4421);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tabun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Repubfik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tabun 2007 ten tang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tab un 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran NegaJ'a Republik
Indonesia Nomor 4723) sebagaimana telah diubab dengan
Undang-Undang Nomor II Tabun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan ternbaran Negara Republik
Indonesia Nemer 65731;

S. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 II Nomor 7, Tambahao Lembaran
Negara Republik Indonesia Nemer 5188) sebagaimana
telah diubab dengan Undang-Undang Nomor I I Tabun

2020 ten tang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nemer 245, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nemer 6573);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011 ten tang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 82.
Tambahan Lembaran Negal'a Republik Indonesia Nemer
5234) sebagaimana telab diubab dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tabun 2019 tentang Pe.rubahan Aras Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentlikan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

/V

Mengingat



Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nemer 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaxan Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

8, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang
Adrninistrasi Pemerintahan (Lembaran Negam Republik
Indonesia Tahun 2014 NomoI' 249, Tambahan Lembaran
Negara Republik NomoI' 560J) sebagairnana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor II Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nornor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggu Langan Bencana (Lembaran
Negara RepubJik tndonesia Tahun 2008 NOmOI' 42,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomoI'

4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tabun 2016 tentang

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pennukiman
[Lernbaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2016 Nornor
101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pernerintah Nemer 12 Tabun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah NomoI' 14 Tahun 20.16 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia 'Tahun 2020 1'100101'
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

NomOI'6624);
11. Peraruran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang

Pengelolaan Keuangan Daerah [Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 NomOI' 42, Tarnbahan Lembaran

tentang
Republik

Lembaran

7, Undang-Undang NOmoI' 23 Tahun 2014
Pemerintahan Dacrab (Lcmbaran Negars

Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan

Republik Indonesia 'Tahun 2019 Nomor 183, 'Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



PERATURAN WALIKOTA TENTANO PEDOMAN TEKNlS DANA
ALOKASJ UMUM BANTUAN RUMAti SWADAYA KOTA BfMA_

MEMUTUSKAN :

12. Peraturan Menteri Dalum Negeri Nemer 80 'Tahun 2015

ten tang Pembentukan Produk Hukurn Daerab [Berita
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana Lelah diubah dengan Peraruran Merueri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Memeri Dalam Negeri Nemer 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Oaerah (BeriLa
Negara Repu blik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13.Peraturan Merueri Pekerjaan Umum dan Perurnahan
Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan
Stimulan Perumaban Swadaya (Berita Negara RepubUk
indonesia Tahun 2018 Nomor 403);

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomar 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan
Peningkatan Kuantas Terhadap Perurnahan Kumuh dan
Pcrmukiman Kumuh [Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 786);

IS. Peraturan Daerah Kota Sima Nomor 4 Tahun 2012
len tang Rencana Tara Ruang WiJayab Kota Bima Tahun

2011-2031 (Lembaran Oaerah Kota Tahun 2012 Sima

Nomor 130, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima
Nomor 71);

16. Peratumn Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima
(LembaranDaerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 88,

Tambahan Lembaran Oaerah Kola Sima Nomor 183)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Oaerab Kota Sima
(Lembaran Daerab Kota Bima Tahun 2020 Nomor 230,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103);

Menetapkan



tnemperbaiki rurnah tidak layak huni menjadi Iayak
hun! yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya
masyarakat baik secara perseorangan atau
berkelempok.

9. Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang selanjutnya
disingkat PBRS adaIab keglatan rembangunan rumah
baru yang layak huni yang diselenggarakan atas
prakarsa dan upaya masyarakat batk secara

perseorangan atau berkelompok.
10. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi

sebagai tempat tinggal yang layak huni,;r\l

RumahKualltas8. Peningkatan Swadaya yang

adalah kegiatanPKRSselanjutnya disingkat

Oalam Peraturan Watikota ini yang dimaksud dcngan:

1. DaerahadaIah Kota Bima.
2. Pernerintah Oaerah adalah Walikota sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Oaerah yang memimpin
pelakaanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah oronorn.

3. Walikota adalah Walikota Bima.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Oaerah Kota

Sima.
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang

selanjutnya disingkat OPKP adalah unsur pclaksana
urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan

permukiman pada tingkat Kota Bima.
6. Bantuan Rumah Swadaya yang selanj utnya clisingkat

BRS adalah bantuan bagi masyarakat untuk

mendorong dan rneningkatkan keswadayaan dalam
peningkatan kuauras rumah dan pembangunan baru

rumah beserta prasarana, sarana dan uulitas umurn.

7. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya
disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai
keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat
dukungan Pemerintah Daerah untuk memperoleh

rumeh.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1



dalam penyelenggaraan BRS.

Pasa12
(l) Peraturan Walikota in] dirnaksudken sebago; pedoman

bagi Perangkat Daerah, keluraban dan rnasyarakat

pembinaan keluarga, cerminan harkat dan marta bat
penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

12. Rumah Swadaye adalah Rumah ya,ng dibangun atas

prakarsa dan upaya maeyarakat.
13. Peru mahan Swadaya adalah kumpulan Rumah

Swadaya sebagai bagian dan pennukiman baik
perkotaan mQUpun perdesaan yang dilengkapi dengan
prasarana, sarana dan utilitas umum.

14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya dismgka;

KPA adalah pejabat yang ditetapkan dan dibcrikan
kuasa oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan
sebagian kewenangan dan ranggung jawab penggunaan
anggaran pada DPKPKota Sima.

15. Pejabat Pembuai Kcmttmen yang eelaniutnya disingkat

PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh

Pengguna Anggararr/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk
mengarnbll keputusan dan Zarau tindakan yang dapat
mengakibatkan pengetuaran aras beban APBDdi DPKP

Kota Birna.
16. Tenaga Fasititator Lapangan yang selanjutnya disingkat

TFL adalah tenaga proresiooai pernberdayaan lokal yang
menjadi penggerak dan pendamping pcnerima bantuan
dalarn melaksanakan kegiatan BRS.

17. Bank/Pea Penyalur adalah bank/pes mitra. kerja
seoagai tempar dibukanya rekening atas nama DPKP

Kota Bima untuk menempung dana bantuan
Pemerintah Daerah yang akan disalurkan kepada

penerima banruan.
18. Pcnerima 6antuan Rumah Swadaya yang selanjutnya

disebut Penertma BRS adalah perseorangan yang

memenuhi persyaratan uruuk ditetapkan oteh PPK.
19. Kelompok Penerima Bantuan yang aelanjutnya

disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para
ariggotanya merupakan Penerima BRS.



BABD!

JEN1S KEGlATAN DAN BESARAN BRS

Pasal 5
(.1) .renis kegiatan BRS terdiri atas:

a PKRS; dan
b. PBRS.

(2) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
huruf a untuk memperbaiki RUman tidak layak hun;

menjadi layak huni dengan memenuhi persyaratan:

(I) Bentuk BRS berupa:
a. uang; dan
b. barang.

(2) BRS berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hurufa diberikan kepada Penerima BRS.

(3) BRS berbentuk uaog sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a digunakan untuk roembeli bahan bangunan
dan membayar upah kerja untuk pcmbangunan baru
atau peningkatan kuaJitas rumah.

(4) BRS berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (I) huruf b berupa bahan bangunan yang
diserahkan kepada masyarakat unruk pembangunan
baru atau peningkatan kualitas rumah.

BAB II

BENTUK BRS
Pasal 4

Lingkup pengaturan dalam Peraruran \VaJikota ini meliputt:

a. bentuk BRS;

b. jenis kegiatan dan besaran BRS;

c. penerimaBRS;
d. penyelenggaraan BRS; dan

e. pengawasan dan pengendalian.

Pasal 3

(2l Peraturan Walikota ini bertujuan agar penyelenggaraan
BRS dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonornis,
efeknt, transparan dan akuutabel.



PasaJ 8
.Jenis kegiatan BRS sebagaimana dimaksud daJam Pasal 5
ayai (I) dapat diJakukan untuk:
a. rurnah Swadaya

b. rumahyang terdampakbencana;
c. rumahyang rerdampak program; dan/alau

Pasal7

Kegiatan PBRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (I)
huruf b dilakukan oleh Pen.rima BRS dengan persyaratan:

a. pembangunan Rumah baru pengganti Rurnah rusak

total; atau

b. pembangunan Rumah baru di atas kavling tanah
matang.

Pasa! 6
(I) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (1) huruf a dilakukan oleh Penerima BRS yang

memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan
kondisi tidak layak huni.

~ Kegiatan PKR$ sebagairnana dimaksud pada ayat (J)
dilakukan untuk memenuhi persyaratan layak hun;
sebagaimana dimaksud daJam Pasa! 5 ayat (2).

a keselamatan bangunan;
b. kesehatan pengbuni; dan

c kecukupan minimum lues bangunan.

131 Keselarnatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a meliputi pemenuhan standar keandaJan

komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas
bahan penutup atap, lantai dan dinding bangunan.

(4) Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana

pencahayaan dan pcnghawean serta ketcrsediaan 88IaJ1R

utiluas bangunan meliputi sarana mandi, cuci dan kakue.

~ Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c rueliputi pemenuhan

standar ruang gerak minimum per-orang untuk
kenyamanan bangunan.



BABIV
PENER[MABRS

Pasal9
(I) Penerima BRS merupakan masyarakat yang memenu hi

persyaratan:

a warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
11 memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak

yang sah serta memiliki Nomor Identifikasi Bidang
(NIB) dengan ketentuan tidak dalam status

sengketa dan sesuai tata ruang wilayah;

c. belum memiliki rumah, atau merniliki dan

menempati satu-eetunya rumah dengan kondisi
tidak layak huni dibuktikan berdasarkan hasiI

verifikasi lapangan:
d, belum pernah memperoleh BRS arau bantuan

perumahan sejems dalam jangka waktu 10
(eeputub) tahun terakhir;

e, berpengbasilan paling banyak sebesar upah
minimum daerah; dan

t bersedia berswadaya dan mcmbentuk KPB dengan
pernyataan tanggung renteng; dan

g MBR;
~ Berkeluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a adalah :
a keluarga yang terdiri atas suami dan ism; suami,

ism dan anak; suami dan anak: istri dan anak:

11 keluarga yang terdtri atas adik dan kakak yang
saJah satunya atau keduanya sudah memiliki Kartu

Tanda Penduduk (KTP);
c. keluarga yang terdiri atas lebih dari 1 anggota

keluarga di luar hubungan keluarga inti seperti
keponakan, sepupu, cucu dan sebagainya;

d keluarga yang hanya beranggotakan I orang yang
telah berusia lanjur minimal 58 tahun: clan

c. penyandang disabilitas.

d. rumah tradisionat (l0C(l1 geTliOus)dengan ukuran lantai
paling Juas 45 012 (empal puluh lima meter persegi).



PasaJ 10
Penyelenggaraan BRS meliputi tahapan:
a. pengusulan lokasi BRS;
b. penetapan lokasi;
C. penyiapan maayarakat;

d. penctapan caJon Pencrima BRS;
e. pencairan, penyaluran dan pemanfaatan BRS bentuk uang:

,;7V

Bagian Kesatu

Umum

BABY
PENYEL!;:NOOARMNBRS

d pepipil atau sejenisnya.

t'I) Dikecualikan dari syarat jangka waktu 10 (sepuluh)
tabun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .huruf d
adalah penerima bantuan yang terdampak beneana alam
dan rumah yang terdampak program atau berdasarkan
ketentuan perundang-undangan.

\::j KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1 I huruf f harus

memenuhi persyaratan:
a disepakati dan dibentuk rnelalui rembuk warga:
1). lerdiri atas unsur ketua merangkap anggota,

sekretaris merangkap anggota, bendahara
mcrangkap anggota dan anggota;

c. anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh] ora.ng
atau mempertimbangkan karakteristik masyarakat
dan kondisi di lapangan;

d anggota KPB bertempa! tinggal di kelurahan yang
sama; dan

e. diretapkan oleh lurah.

!SJ Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (11 huruf g adaJah rumab yang terdampak
bencana dan rumah yang terdampak program atau

berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

a sertifikat;
h petuk D;

c. girik; dan

'll Alas hak yang sah dan bukti kepemilikan sebagairnana
dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:



menyediakan dana pendamping kegiatan BR:" Vb.

sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. mempunyat data rumah tidak layak huni dan

kekuratlgan rumah yang mutakhir; dan

perumahan(l'j Kepedulian kelurahan dalam bidang

Pasal 12

(I) Kecamatan dalam melakukan verifikasi sebagaimana
dimaksud dalam PasaJ II ayat (3) berdasarkan:
a. tingkatkemiskinandi kelurahan:
b. proporsi jumlah rumah tidak layak huni terhadap

jumlah rumah di kelurahan;
c. proporsi jumlah kekurangan rumah rerhadap

jurnlah rumah langga di kelurahan:
d, kepedulian kelurahan dalam bidang perumahan;

dan
eo. program prioriras Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pengusulan Lokasi BRS

Pasal I I
(I) Usulan lokasi BRS ditujukan kepada Walikota c.q.

Kepala DPKP yang dilakukan oleh:
a. Lurah dengan tembusan Camat; atau
b. camat,

(2) Usulan lokasi BRS sebagaimana,dimaksud pada ayat (1)
rneliputi nama kclurahan yang dilengkapi dengan data:
a. jurnlah rumah tidak layak huni: dan

b. jumlah kebutuhan kekurangan rumah swadaya.
(3) Usu Ian lokasi BRS yang dilakukan oleh LUI'Sh

sebagarmana dirnaksud pada ayat (I) dilakukan veriJikasi
oleh Kecamatan,

(4) Dalam hal I<ecamatan tidak meJakukan verifikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPKP melakukan
verifikasi.

(5) Usulan lokasi BRS yang dilakukan oleh Camat
sebagaimana dimaksud pada ayat (II huruf b dilakukan
verifikasi oleh DPKP.

f. pengadaan dan penyerahan BRS bentuk barang; dan
g. pelapcran.



Pasal 15

(1) Tahap perencanaan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal
14 ayat (3) meliputi kegiatan:

Bagian Keempat

Penyiapan Masyarakat
Pasal 14

(I) Penyiapan masyarakat ddaksanakan pada lokaai BRS.

III Penyiapan masyarakat dilakukan rnelalui pendarnpingan
oleh TFL untuk mernberdayakan rnasyarakat calon

Penerima BRS.

!lI TI'L melakukan pendampingan sebagaimana dirnaksud
pada ayat (2) pada lahap perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan, pelaporan dan pcngcrnbangan mandiri

pasca kegiatan.

Bagian Ketiga
Penetapan Lokasi

PasaJ 13
(I) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud

dalam PasaJ I 1 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 12 ayat
(I). dilakukan penetapan lokasi BRS.

(2) Lokasi BRS untuk Kelurahan ditetapkan oleo Walikota,
(3) Lokasi BRS ditetapkan oleh Kepala DPKP berdasarkan

lokasi BRS yang ditetapkan Walikota.

III Program prioritae pemerintah dacrah sebagaimana

dimaksud pada ayat (I) huruf e melipuu:
a. perintah tangsung Wahkota;

b. program prioritas Pemerintah Daerah;

c. kegiatan berdasarkan usuJan Dinas/ Badan/
Camat/ Lurah sesuai Sistem Informesi Pendataan
Rumah Tidak Layak Huni (e-RTLH), Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial (DTKSj, baseline kurnuh
daerah, basis data lain atau data lapangan yang

disetujui oleh kepala DPKP; dan/atau

d, kegiatan berdasarkan kesepakatan bersama

dan/atau perjanjian kerja sama.



daersh.

Pasal 16
(I) TF'L ditunjuk oleh PPK berdasarkan keahlian untuk

melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap
kegiatan BRS.

(2) TRL dalam melaksanakan tugas dikoordinastkan oleh

koordinator fasilitator yang ditunjuk oleh PPK.
(3) Koordinator fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) rnempunyai cakupan wilayah kerja untuk I [saru)

a. sosialisasi danj'atau penyuluhan;

b. verifikasi cajon Penerirna BRS;
c. kesepakatan calon Penerima BRS:dan
d. identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal

(2) Kesepakatan calon Penerima BRS sebagaimana
dimakeud pad. ayat (1) huruf c dilakukan melalui
rcmbu k warga un tuk:

a. menentukan calon Penerima BRS~
b. membentuk KPB dan bersepakat untuk tanggung

renteng dalam pelaksanaan kegiatan BRS:dan
c. menentukan toko/penyedia bahan bangunan.

(3) ldentifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal
sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) buruf d dilakukan
melalui rembuk warga,

(4) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (3) meliputi kegiatan bimbingan teknis dalam
pemeriksaan kuantitas baban bangunan. teknik

konstruksi bangunan dan kualitas bangunan.
(5) Tabap pengawasan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal

14 ayat (3) meliputi kegiatan pemantauan pelaksanaan
konstruksi yang dilakukan antar sesarna anggota KPB.

(6) Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud daJam Pasal 14
ayat (3) meliputi bimbingan teknis dalam rnenyusun

laporan pertanggungjawaban kegiatan BRS.
(7) Tahap pengembangan mandin pasca kegiatan

sebagaimana dimaksud daJam Paw 14 ayat (3) meltputi

bimbingan reknis dan supervisi dalam pemanfaatan.
pemelibaraan, dan pengembangan terhadap basil

kegiatan BRS.



nilal bantuan sesuai dengan daftar rencana
pemanfaatan bantuan dan Penerima BRS.

Pasal 20
(I) Pemanfaatan BRS dalam bentuk uang dilakukan oleh

Penerima BRS dengan cara pemindahbukuarr/transfer

uang dati rekening Penerima BRS ke rekening
toko/penyedta bahan bangunan unruk pembelian bahan
bangunan dan penarikan tunai untuk pembayaran upah

kerja.
(2) Pemindahbukuanj'transfer uang sebagaimana dimaksud

pada ayat (I) dilakukan setelab baban bangunan dikirim
oleh roko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh

Penerima BRS.
~ Penarikan tunai sebagaitnana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sesuai dengan ketentuan perbankan.
{'Il Pernanfaatan BRS dalam bentuk uang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakuken dalam 2 [dua] tahap
maslng-masing sebesar 50'Y. (lima puluh persen] dari

Pasal 19
Penyaluran BRS bentuk uang dilakukan oleh Bank/Pos
penyalur ke rekening Penerima BRS dalam 1 [satu] tahap.

Bagian Keenam

Pencairan, Penyaluran dan Pernanfaatan BRS Bentuk Vang
Pasal 18

Pencairan BRS bentuk uang dilakukan melalui Bank/Pos
penyalur sesuai dengan ketenruan peraturan perundang
undangan.

Bagian Kelima

Penetapan Cajon Penerima BRS
Pasal 17

(I) PPK melakukan perneriksaan proposal sebagaimana
dimaksud daJam PasaJ 15 ayat !I) huruf d yang diajukan
oleh calon Penerima BRS.

(2) Hasil pemeriksaan terhadap proposal calon Penerima
BRS ditetapkan oleh PPK dan disahkan. oleh KPA/
Kepala DPKP sebagai Penetima BRS.



kepada Walikota.
KPA/Kepala DPKPmenyampaikan laporan kegiatan BRS

~V
~)

jawaban penyaluran BRS kepada PPK.
(]I TFL melalui koordinator fasilitator menyampaikan

laporan kepada PPKmelalui Tim Koordinasi.

t'Il Koordinator fasilitator menyampaikan laporan kepada
PPK melalui Tim Kocrdinasi.

[5j PPK menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan BRS
kepada KPA/Kepala DPKP.

pertanggungiawabanmenyampaikan Japoran
pemanfaatan BRS kepada PPK.

(2) Bank/Pos penyalur menyampaikan laporan pertanggung

Bagian Kedelapan

Pelaporan
Pasal23

(ij Penerima BRS didampingi TI'l. dalam menyusun dan

Pasa! 22
Penyerahan BRS bentuk barang dilakukan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

pengadaao barang/jasa pemerintah.

leo tangperundang-undanganperaturanketemuan

Bagian Ketujuh
Pengadaan dan Penyerahan BRS Bentuk Barang

Pasal21
Pengadaan BRS bentuk barang dilakukan sesuai dengan

~ Daftar rencana pemanfaatan bantuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) berisi rincian pembelian baban
bangunan dan pembayaran upah kerja yang dibuat oleb
penerima bantuan berdasarkan proposal.

t:l !<PA/Kepala DPKPdapat menetapkan pemanfaatan BRS
dalarn 1 (satu) tahap dalam hal terjadi:
a, keterbarasan waktu pelaksanaan: dan/ atau
b. kesulitan akses ke lokasi,

(7) Pemanfaatan BRS dalam 1 (satu) tahap sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) setelah dilakukan analisa

kelayakan.



Dalam hal Penerima BRS tidak mernenuhi persyaratan
sebagai penerima bantuan maka BRS dilakukan
pcmbatalanoleh PPKsebelumBRSdisalurkan.

PasaJ 27
(11 BRS yang diberikan kepada penerima bantuan dapa;

dilakukan pembatalan atau penarikan kembali.

PasaJ 26
Pengendalian dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara
rcncena dengan realisasipelaksanaankegiatan BRS.

mcnunjuk pibak ketiga sesuai dengan ketenruan
peraturan perundang-undangan.

(51 Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
merupakan perorangan atau badan usaha.

sebagaimana
DPKP dapat

pengawasan
KPA/ Kepala

Tim Koordinasi.
Dalam melaksanakan
dimaksud pada ayat (31.

f1)

mengidentifikasi serta mengantisipasi
untuk pencapaian sasaran kegiatan BRS.

(2) Pengawasan dilakukan pada tahap pengusulan lokasi
BRS, penetapan lokasi, penyiapan masyarakat,
penetapan calon Penerima BRS, pencairan, penyaluran,
dan pemanfaatan BRSdan pelaporan,

(3) Pengawasan sebagaimana dirnaksud pada ayat (21
dilakukan oleh KPAjKepala DPKP dengan melibatkan

"engawasan mengamati,
permaeatahan

BAB VI
PENGAWASANDANPENGENDALIAN

Pasal 2S
dilakukan uotuk(II

Bagian Kesembilan
Pcrunjuk Teknis

Pas..124
(I) Petunjuk teknis dalarn penyelenggaraan BRS

direrapkan dalarn bentuk Sural Edaran Walikota.
(21 Petunjuk teknis sebagaimana dirnaksud pada ayat (II

memuat paling sedikit:
a. pereiapanBRS;
b. pelaksanaan BRS;dan
c. pelaporan BRS.
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SEKRE'fARIS DAERAH 'OTA BIMA

Diundangkan di Kola Bima

pada tanggal I) Af':I 20'21

f MUJ-lAMMAD urrrt

Ditetapkan di Kota Sima

pada tanggaJ ) A fe' \ 202]

~ WAL1KOTA SIMA. 'II

penempatannya daJam Bonta Daerah Kota Bima.

lID dcngan
memerintahkanorang mengetahuinya,

Peraturan Walikotapengundangan

Pasal 29
Peraturan WaJikOta ini mulai berlaku pada tanggaJ
diundangkan,
Agar seuep

BAB VU
KETENTUAN PERAL1HAN

Pasal 28
Dengan bertakunya Peraturan Walikora ini, maka:
a proposal kegiatan BRS yang telab diterima oleh DPKP,

dilakukan penyesuaian olch PPK berdasarkan Peraturan
Walikota inii dan

b, tokasi BRS yang telah ditetapkan sebelurn
diundangkannya Peraturan Walikota ini, dinyatakan
retap berlaku.

t>l Dalam hal penerima BRS menyalahgunakan atau tidak
memanfaatkan BRS maka dilakukan penarikan kembali
oteh KPB setelah dana BRS disalurkan dengan cara
menyetorkan dana ke Kas Daerah.
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